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P U T U S A N 

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ktbm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan perkara cerai gugat antara: 

 

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, 

pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG 

DENGAN ALAMAT ELEKTRONIK PADA EMAIL 

ANSORRULLOH999@GMAIL.COM,  dalam hal ini memberikan 

kuasa khusus kepada Ansorrulloh.S.H.I Advokat/Pengacara 

yang berkantor di Jalan Gotong Royong xx xxx RW 003 Desa 

Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, 

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024 yang 

telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 

22/SKH/1/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Januari 2024, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN 

LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama  tersebut; 

Telah mempelajari  berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

 

 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ktbm , tanggal 

15 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 0063/11/II/2014, tertanggal 06 Februari 2014; 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat di desa Sawo Jajar Kecamatan Kotabumi 

Utara Kabupaten Lampung Utara akan tetapi sekarang Penggugat 

meninggalkan rumah bersama tersebut; 

3. Bahwa, dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :    

- Bianca Alifa Binti Andri Saputra, Umur 09 tahun anak tersebut 

sekarang di asuh Penggugat. 

- Muhammad Fabiyan Saputra Bin Andri Saputra, Umur 04 tahun anak 

tersebut diasuh Tergugat. 

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan 

Desember 2022, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat mulai goyah, disebabkan karena : 

- Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan 

pertengkaran terus menerus disebabkan selisih paham terkait 

dengan keuangan.  

- Tergugat memiliki idaman lain sehingga Penggugat merasa kurang 

di hargai dan kurang di perhatikan oleh pihak Tergugat.  

- Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan 

Tergugat pada saat marah mengucapkan bahasa binatang.  

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan Tergugat 

tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.  

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat 

sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua 

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin 

jadi; 

6. Bahwa, puncaknya sekitar bulan April tahun 2023 dengan permasalahan 

yang sama seperti tersebut pada posita 4 di atas; 

7. Bahwa, permasalahan ini sudah di musyawarahkan dengan pihak 

keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha 

memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap 

pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai 

I’tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga; 

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi 

Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, 

dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan 

Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara 

ini. 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan Talak Satu ba’in Sughra Tergugat (ANDRI SAPUTRA Bin 

AHMAD ), Terhadap Penggugat ( YANI AGUSTINA Binti SYIHABUDIN ); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 

SUBSIDER : 

Dan atau apabila majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat 

lain, maka Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; 

  Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada 

kuasa hukum Ansorrulloh.S.H.I Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan 

Gotong Royong xx xxx RW 003 Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 

22/SKH/1/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Januari 2024; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut 

diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita 

Acara Sumpah yang bersangkutan;  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili 

Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak 

datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut menurut relaas Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 15 

Januari 2024 dan 24 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan 

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya 

agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat 

tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa 

Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A.  Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yani Agustina NIK 

1806025508930008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Lampung Utara tanggal 15 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/11/II/2014 yang dikeluarkan 

oleh KUA Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera 

Selatan tanggal 06 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;  

B.  Saksi: 

Disclaimer
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1.  SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat 

tinggal di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, 

memiliki hubungan sebagai ayah Tergugat dibawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai dua orang anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak Desember tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering 

terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung 

perselisihan dan pertengkaran tersebut; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Penggugat menduga Tergugat berselingkuh, dan ketika 

saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat menjawab itu hanya 

teman saja bukan selingkuhan Tergugat, dan juga masalah 

ekonomi yang kurang, karena Tergugat sudah di PHK dan 

dikampung hanya ada kerjaan buruh harian cabut singkong, dan itu 

tidak setiap hari, selama ini untuk makan yang mencukupi adalah 

saksi; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak bulan April tahun 2023 Penggugat pulang 

kerumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah 

tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak 

lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat ;  

2.  SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, 

bertempat tinggal di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG 

UTARA, sebagai kakak Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

Disclaimer
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 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai dua orang anak ; 

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 

tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya 

sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing 

sebagai suami isteri;   

 Bahwa, saksi hanya mendengar saja secara langsung perselisihan 

dan pertengkaran tersebut sebanyak tiga kali, dan juga mengetahui 

langsung dari pengaduan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat di PHK 

karena covid dan selama ini hanya bekerja sebagai buruh harian 

akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan;   

 Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;   

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan 

Tergugat;   

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Penggugat;  

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus 

Penggugat tertanggal 05 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 22/SKH/1/2024/PA.Ktbm tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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15 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa 

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal 

Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata 

telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa 

Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan 

Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai 

advokat profesional; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan 

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa 

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, 

oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;   

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan 

para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi 

dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan 

sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang 

pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 
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lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan 

sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut 

diatas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik, telah 

bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami 

isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat;    

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga 

atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung   dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 

Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;  

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah 

pada tanggal 06 Februari 2014 di KUA Talang Padang Kabupaten Empat 

Lawang Provinsi Sumatera Selatan ;  

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

telah dikaruniai dua orang anak;  

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 

hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;  

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

disebabkan karena ekonomi kurang;  

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat 

dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2023 dan selama itu pula 

keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;  

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena 

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;  

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan 

Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;  
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2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

sah; 

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;  

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage 

breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar 

tweespalt); 

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan 

yang melawan hukum;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat 

mengkonstituir sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka 

sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan 

Agama Kotabumi;   

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan 

belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka 

masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan 

tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in 

judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;  

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk 
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bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah 

terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, 

dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih 

pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yag dijadikan 

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: 

 

 

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, 

maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak 

satu; 

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan 

untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan 

pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an 

Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;  

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk 

dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari 

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada 

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah; 

 

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan” 

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta 

hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat 

patut untuk dikabulkan; 
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8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan 

yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149 (1) 

Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;  

 Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan antara 

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat 

terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, 

majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu 

ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;  

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum 

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;  

Tentang Ex officio Mut’ah  

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menuntut 

hak-haknya pasca perceraian, oleh karenanya sebagaimana amanah Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 

2018, majelis hakim sepakat secara ex officio menghukum Tergugat untuk 

meberikan kepada Penggugat Mut’ah yang besarannya disesuaikan dengan 

kelayakan dan kepantasan biaya hidup di Lampung Utara serta lamanya masa 

pernikahan Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa terkait ex officio majelis Hakim tersebut merupakan 

hak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Hakim dalam  hal mana 

telah sesuai sebagaimana amanah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Jo Pasal 41 huruf c Undang Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan pada butir ke 7 (tujuh); 
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Menimbang, bahwa sebagai akibat gugatan cerai yang diajukan oleh 

Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 

Tahun 2019 yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas istri”, juga Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasal 3 huruf c yang berbunyi: 

“Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan 

agar hakim:..…….c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara 

dalam memperoleh keadilan, kemudian Pasal 4 huruf b PERMA Nomor 3 

Tahun 2017 yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar 

mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan 

mengidentifikasi fakta persidangan:….b. ketidaksetaraan perlindungan hukum 

yang berdampak pada akses keadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan dalam III. Rumusan Hukum Kamar Agama bidang 

Hukum Keluarga angka 3, yaitu: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap 

istri yang tidak nusyuz: Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka 

istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah 

sepanjang tidak terbukti nusyuz; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada 

ketentuan pasal-pasal di atas, baik hak itu diminta atau tidak oleh Penggugat, 

dan demi keadilan serta kepastian hukum bagi Penggugat, maka hakim dapat 

menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang layak 

dan pantas bagi Penggugat; 

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud kewajiban dari 

mantan suami kepada mantan istri pada pasal tersebut menurut hukum Islam 

adalah hak istri yang berupa mut’ah dan nafkah selama masa iddah serta 

hak-hak lainnya baik pada perceraian karena cerai talak maupun cerai gugat 

kecuali istri berbuat nusyuz; 
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam hal ini tidak terbukti 

Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat sehingga 

menurut penilaian Majelis Hakim Penggugat berhak mendapatkan mut’ah yang 

layak dari Tergugat; 

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban yang ditanggung oleh 

Tergugat, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan dan 

penghasilan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi bahwa Tergugat bekerja 

serabutan sebagai tukang cabut singkong dan kebutuhan hidup yang 

menyangkut sandang, papan dan pangan di wilayah Kabupaten Lampung Utara 

yang setiap bulan dan tahunnya mengalami kenaikan, serta lamanya hidup 

berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 8 

(delapan) bulan lamanya yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya 

sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan serta 

mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya 

bahkan telah melahirkan dan mengasuh kedua orang anaknya sehingga 

Penggugat berhak mendapatkan mut’ah yang pantas dan layak dari Tergugat; 

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

huruf C. Rumusan Kamar Agama dalam bidang Hukum Keluarga huruf b., yang 

berbunyi: “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan 

pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri 

pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat 

sebagai berikut: “……yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, 

maka agar pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat 

berjalan dengan baik, hakim mewajibkan kepada suami untuk membayarkan 

hak-hak tersebut kepada istri sebelum mengambil akta cerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

demi keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Majelis Hakim 

menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada 

Penggugat mut’ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 
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yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana yang 

tercantum dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada 

pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

4.  Menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah kepada Penggugat sebelum 

Tergugat mengambil akta cerai berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah); 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);  

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. 

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi 

Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara 

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga; 
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Hakim Anggota 

 

ttd 

 

Muhammad Ridho, S.Sy. 

Ketua Majelis 

 

ttd 

 

Ismatul Maula, S.H.I. 

Hakim Anggota 

 

ttd 

 

Eka Fitri Hidayati, S.H. 

 

 Panitera Pengganti 

 

ttd 

 

Andi Apriyanto, S.H., M.H. 

 

 

Perincian Biaya: 

1. PNBP  : Rp80.000,00 

2. Proses  : Rp75.000,00 

3. Panggilan  : Rp32.000,00 

4. Pbt.Putusan : Rp16.000,00 

5. Meterai  : Rp10.000,00 

Jumlah  Rp213.000,00  

    (dua ratus tiga belas ribu rupiah) 
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